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<b>ABSTRAK</b><br>

Penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di
Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa
mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban
kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting
dalam mengelolarisiko kewajiban kontinjensi atas penjaminan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur di
Indonesia, terutama terkait unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan risiko. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penjaminan pemerintah
Program 10.000 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan
penting dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif. Langkah-langkah dalam
menci ptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif dilakukan dengan mengomunikasikan
informasi kepada pihak ekstern dan seluruh organisasi, mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko
dan pengendalian intern, serta mengembangkan sistem informasi secara terus menerus. Selain itu, langkah
mangjemen risiko juga dilakukan dengan memantau, melaporkan, dan melakukan mitigasi risiko secara
berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas internal pemerintah. Hasil penelitian
juga menunjukkan bahwa pemantauan atas risiko politik dan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas intern
pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi permasal ahan tersebut, penelitian ini
mengusulkan perubahan pada mekanisme pemantauan atas risiko politik dan langkah-langkah proaktif yang
harus dilakukan oleh DJPPR dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
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<b>ABSTRACT</b><br>

The government guarantee on infrastructure projects is a new financing alternative in Indonesia. With the
guarantee, the government can provide infrastructure through state owned enterprises private without
spending the budget from the state budget. However, the government guarantees create contingent liabilities
that may pose fiscal risks. The role of risk management is crucial in managing the risk of contingent
liabilities over government guarantees. The purpose of this study isto analyze the effectiveness of risk
management of government guarantee on infrastructure projects in Indonesia, particularly related to
information, communication, and risk monitoring elements. This research uses qualitative descriptive
method with case study approach on government guarantee of 10.000 MW Program. The results showed that
the elements of information, communication, and monitoring of risk management isimportant in creating an
effective government guarantee. Steps in creating risk management guarantee effective government do with
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communicating information to external parties and the whole organization, documented risk management
policies and internal control, and develop information systems continuously. In addition, risk management
measures are also carried out by continuously monitoring, reporting and risk mitigation, as well as
conducting separate evaluations by government internal supervisors. The results also show that monitoring
of political risks and separate evaluations by government internal supervisors has not been optimally
implemented. To address these problems, this study proposes changes to monitoring mechanisms on
political risks and proactive measures that should be undertaken by the DJPPR and the Inspectorate General
of the Ministry of Finance.



